
 

 

 

 

 

BUPATI SUKOHARJO 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 

NOMOR 5 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN TANDA PENDAFTARAN    

LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBADAN HUKUM 

KEPADA KEPALA DINAS SOSIAL  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUKOHARJO,  

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan yang efektif dan 

efisien sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam 
penerbitan tanda pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial, 

Bupati perlu mendelegasikan kewenangan menerbitkan tanda 
pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial berbadan hukum 
kepada Kepala Dinas Sosial; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan 
Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga 
Kesejahteraan Sosial, Bupati sesuai kewenangannya 

menerbitkan tanda pendaftaran dalam waktu paling lama 14 
(empat belas) hari kerja sejak persyaratan pendaftaran 

dinyatakan lengkap; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Tanda 
Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial Berbadan Hukum 

kepada Kepala Dinas Sosial; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 

1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757); 
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2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4430); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6397); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 

Nomor 236); 

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang 

Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik 
Indosesia Tahun 2011 Nomor 913); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN 
PENERBITAN TANDA PENDAFTARAN LEMBAGA 

KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBADAN HUKUM KEPADA KEPALA 
DINAS SOSIAL. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.  

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 

4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo. 

5. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS 
adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang 

melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang 
dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum 
maupun yang tidak berbadan hukum. 

6. LKS berbadan hukum adalah organisasi sosial atau 
perkumpulan sosial yang bergerak di bidang penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial yang berbentuk yayasan atau bentuk 
lainnya yang dinyatakan sebagai badan hukum. 

7. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, 

kewajiban, dan pertanggungjawaban penerbitan tanda 
pendaftaran LKS. 

 

BAB II 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN 

Pasal 2 

(1) Bupati sesuai kewenangannya menerbitkan tanda pendaftaran 
LKS berbadan hukum. 

(2) Bupati dalam menerbitkan tanda pendaftaran LKS berbadan 
hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan 

kepada Kepala Dinas Sosial. 

(3) Kepala Dinas Sosial menerbitkan tanda pendaftaran LKS 
dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak 

persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap. 

 

BAB III 

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN 

Pasal 3 

(1) Dinas Sosial menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan 
terkait penerbitan tanda pendaftaran LKS sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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(2) Dalam melaksanakan kewenangan pendelegasian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas Sosial melaporkan 

kepada Bupati. 

(3) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan setiap tahun. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Sukoharjo. 

 

Ditetapkan di Sukoharjo 

pada tanggal 18 Januari 2022 

BUPATI SUKOHARJO, 

Ttd. 

 

ETIK SURYANI      

                                                                           

      

Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal 18 Januari 2022 
 

 SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SUKOHARJO, 

 

ttd. 
  

             WIDODO 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

TAHUN 2022 NOMOR 5 
 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

 

RETNO WIDIYANTI BUDININGSIH,SH 

Penata Tingkat I 

NIP.19790801 200501 2 010 
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